PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

. bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor

8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa jumlah
dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yvang
diperlukan ditetapkan dalam formasi;

. bahwa formasi tersebut ditetapkan untuk jangka

waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban
kerja yang harus dilaksanakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Bupali Kutai Timur tentang
Prosedur Penyusunan, Pengusulan, dan Penetapan
Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran




tn

- 2.

Negara Nomor 32890,

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupalen Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896), sebagaimana ftelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), schagaimana telah
diubahi beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 354
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
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Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor ‘4263), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4361), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 5318);
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012
tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Bagi .Jabatan Yang Dikecualikan Dalam

Penundaan Sementara Penerimaan CPNS;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tlentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

11, Peraturan Dagcrah Kabupaten Kutai Timur Nomor
3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai

Timur;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR
PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyvelenggara Pemerintahan
Daerah.
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. Bupati adalah Bupall Kutai Timnur.

. Pejabat Pembina Kepegawaian vang selanjuinya

disingkat PPK adalah pejabat vang berwenang
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungannva sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah

Bupati Kutai Timur.

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat
pegawail negeri sipil yvang diperlukan dalam suatu
satuan  organisasi Negara untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu

tertenty,

. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah formnasi

pegawal negeri sipil yang berkerja pada suatu
satuan organisasl pemerintah daerah.
Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik

untuk memperoleh data jabatan, serta mengolahnya

menjadi informasi jabatan.

. Informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan yang

berupa uraian jabatan dan peta jabalan.

10.Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis

Jjabatan vang berisi informasi lentang nama jabatan,
kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan,
uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil
kerja, tanggung jawab, wewcnang, nama jabalan
vang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi
lingkungan kerja, resiko bahava, syarat jabatan,

dan informasi jabatan lainnya.

11.Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat

jabatan struktural dan fungsional yang tergambar
dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat
yang paling rendah sampai dengan yang paling




tinggi.

12, Penyediaan pegawal adalah upaya suatu satuan

organisasi Negara untuk mencari, mendapatkan dan
mengembangkan pegawal sesual dengan standar,
kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka

memeriuhi kebutuhan suatu satuan organisasi

Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur ini

diginakan sebagali petunjuk bagi pejabat yang

membidangl kepegawaian di linglkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur dalam Penyusunan Formasi

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur.

(1)

(2)

BABII
PENYUSUNAN, PENGUSULAN,
DAN PENETAPAN FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu

Penyusunan Formasi Pegawai Negerl Sipil
Pasal 3

Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil, disusun
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan
pegawai sesual dengan jabatan yang tersedia
dengan memperhatikan Informasi Jabatan yang

disusun setiap tahun anggaran.

Bupati menyusun formasi masing-masing satuan
organisasi paling lambat diselesaikan akhir

Januari setiap tahun anggaran,
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masing-masing satuan organisasi dapat
dilakukan berdasarkan perhitungan atau
berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan
beban pckerjaan pengetikan, pengangendaan,
dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan
atas jumlah surat yang masuk dan keluar
rata-rata dalam jangka waktu lertentu.
Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja
masing-masing organisasi, maka untuk dapat
menentukan jumlah pegawai vang diperlukan
perhu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang
Pegawali Negeri Sipil dalam jangka waktu
tertentu. Perkiraan kapasitas pegawai untuk
jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu
tertentu, dapat dilakukan  berdasarkan
perhitungan atau berdasarkan pengalaman.

prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar
pengaruhnya dalam menentukan formasi,
misalnya : apabila ditentukan bahwa
pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
harus dikerjakan sendiri oleh satuan
organisasi vang bersangkutan, maka harus
diangkat pegawai untuk memeliharan dan
atau merawat kendaraan dinas, tetapi
sebaliknya  apabila ditentukan bahwa
pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
dikerjakan pada pihak ketiga, maka tdak
perlu diangkat pegawai urituk pekerjaan itu.

peralatan yang tersedia atau diperkirakan
akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas pokok akan
mempengaruhi  jumlah  pegawali  yang
diperlukan, karena pada umumnya makin
tinggi mutu peralatan yang digunakan akan
tersedia dalam jumlah yang memadai dapat
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mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai
vang  diperlukan, misalnya : apabila
tugas pengetikan dilakukan dengan
mempergunakan komputer, hagilnva dapat
lebih cepart apabila dibandingan dengan mesin
ketik biasa, sehingga jumlah pegawainya tidak
perli sebanyak apabila menggunakan mesin
ketik bBiasa: dan

g. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil
disesuaikan dengan kemampuan keuangan

negara atau daerah.

Pasal 4
Untuk menghitung jumlah kebutuhan Tenaga
Keschatan, kebutuhan Tenaga Guru dan kebutuhan
Jabatan  Teknis lainnya, digunakan formula
perhitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
XV, XV, XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengusulan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 5

(1) Bupati Kutai Timur mengajukan usul persetujuan
formasi kepada menteri yvang bertanggungjawab
di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui
Gubernur paling lambat akhir Februari
‘sebagaimana  terscbut dalamm Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

(2} Pengajuan usul persetujuan formasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibuat sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini,
yaitu sebagai berikut:
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a. penyusunan bezetting (jumlah kekuatan

Pegawar Negeri Sipil vang ada) dalam tahun
anggaran vang lalu menurut gelongan ruang,
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut

dalam Lampiran [II Peraturan Bupati ini;

. pengolahan formasi dalam tahun anggaran
yang bersangkutan menurut golongan rang,
dibuat secbagaimana lersebul dalam Lampiran

IV Peraturan Bupati ini.

>, daftar usul formasi Pegawai Negeri Sipil
menurut pangkat / golongan tuang dalam
tahun anggaran vyang bersangkutan, dibuat
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V

Peraturan Bupati ini;

. daftar kebutuhan Pegawai Neger: Sipil menurut
jabatan pada tahun  anggaran vang
bersangkutan, dibuat sebagaimana fersebut
dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
.susunan jabatan struktural dan [ungsional
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipill vang
memiliki golongan ruang IV/a ke atas, dibuat
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini;

. daftar kebutuhan Tenaga Keschatan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat
scbagaimana tersebut dalam Lampiran VIII

Peraturan Bupati ini;

. daftar kebutuhan Tenaga Guru tahun anggaran
yvang bersanglkutan, dibuat sebagaimana
tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bupatl

ni;

h.daftar jumlah Pegawai Negeri S8ipil vang

dipekerjakan dan diperbantukan pada satuan
organisasi Pemerintah lainnya, yayasan, badan-
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badan swasta, dan badan lain yang ditentukan
Pemerintah menurut golongan ruang, dibuat
sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan

XI Peraturan Bupati ini;

i. daftar rencana penarikan kembali tenaga
perbantuan dari Daerah Otonom lain/instansi
lain ke Daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, dibual sebagaimana tersebut

dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini;

J- daltar jumlah Pegawai Negeri Sipil vang
berhenti, pensiun, dan meninggal dunia pada
tahun angparan sebelumnya, serta jumlah
Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia
pensiun dalam tahun anggaran bersangkutan,
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut

dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;

k. peta jabatan, dibuat sebagaimana lersebut
dalamn Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;

l. apabila dalam tahun anggaran sebelumnya
telah melampirkan Peta Jabalan, maka untuk
tahun berikutnya tidak perlu melampirkan
kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi.

Bagian Ketiga
Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 6

Formasi Pegawai Negeri Sipil Dacrah Kabupaten Kutai
Tinur ditetapkan Oleh Bupafi Kutai Timur setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala
Badan Kepegawaian Negara, paling lambat bulan Juli.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangesl
diundangkar.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penguncdangan  Peraturan Bupat  ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten
Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal ¢ NMei 2313
BUPATI KUTAI TIMUR,

T

H. ISRAN NOOR




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR ;13 maHUW 2813
TANGGAL : 6 ilei 813
Contoh Surat Permchonan
Persetujuan tertulis Formasi PNS Daerah
Kabupaten Kutai Timur
SAngatta, ceccveeeeereerniis
Momor Kepads _
Sifat Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Lampiran Negara
Perihal Permohonan Persetujuan tertlis 2, Kepala Badan Kepegawaian Negara
Formasi PNS Darah Meialui
Kabupaten Kutai TImur Gubemur Kalimantan Timur
Di-

. Dengan Heormat disampaikan permohonan Persetujuan tertulis Formasi

Pegawai Negeri Sipil di Lingknngan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

. Adapun jumlah formasi Pegawai Negeri 'Sipﬂ yang kami mohonkan adalah

sehanyak...... ‘dengan tincian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat
itti.

. Mghon usulan permohonan persetujuan Formasi dimaksud dapat diternskan

kepada menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan
Kepegawalan Negara untuk mendapat persetujuan.

- Demikian disampaikan, atas perkenannya dincapkan terimakasih.

Tembusan, Yt ¢
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta,
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal & Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

.

g =

H. ISRAN NOOR




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 1% Izhun 2813
TANGGAL : 6 Mei 2213

Contoh Surat Usulan Penetapan/
Persetujuan Formasi PNS

Bangatta, oo
Nomor - Kepada
Sifat - Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Lampiran . Negara
Perihal :  Permohaonan Penetapan/Persetujuan 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Formasi Pemerintah Dacrah
Kabupaten Kutai TImur Di-

Jakarta

l. Dengan Hormat disampaikan permochonan Penetapan/Persetujuan Formasi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2. Adapun jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang kami mohonkan adalah
sebanyak...... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

4. Demikian disampaikan mohon untuk dapat ditetapkan /disetujui.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal & Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

—

H. ISRAN NOOR




LAMPIRAN HI

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 1% TARUN 281%
TANGGAL: 6 Mei 2013
KABLPATEN KUTAI TIMUR
PENYUSUNAN BEZZETING PIEGAWAI NEGER! SIPIL
TAHUN ANGGAJZAN ......
_ KENAIKAN ﬁmﬁh %wﬂﬂﬂﬂﬁdﬁmmﬂ”_ﬁm BEZZETING 31-
NO @G_ljmc_a_.:m_ EEZETTING FANGKAT KENAKAN 1Mmﬂﬂ¢_____.._£ KEPEG. PINDAH INST PHE YANG BERHENTI H_wmb,._m.:m KET.
o | PR | panaiaT A DARIINSTANSE | KE INSTANSI (5+6+7-8-5)
......... Chin N
B z 3 4 5 6 7 ) 9 10 T
1| Wi - - o - — 1
2 ¢ B i = B —
3 e - - - N |
4 Wb - B C -
5 | Wis i S T o B )
6 liifd = —_— r— | .
7 e i ] C_
8 it - — B il P
9 | Ma [ _ L _ - =
10 e . | o |
1 IIfc
2] e | R S — 4
13 Wa | B o 1
14 d | = N B B | - B
15 lic - i B - - | |
6| | - [ - i I s
17 la L e, |
~ JUMLAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

J).

!lll.ll‘fllllllllllr.ll

H. ISRAN NOOR
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL: 6  Mai 20135
KABUPATEN KUTAI TIMUR
PENGOLAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN ......
RENCANA KEADAAN :Eﬂﬂﬂﬂniz PERBANTUAN,
: AR EMBALL, | FORMASI T.A.......
no |coLRuanc| pezernng | ERESEE | SR Eacarnt | PENOALHANAENG | | LAMR - |'KEE:
GAJ YRS TAHUN | PANGKATTA. BLP. KEPEG, FINDAH INST, |  (5+647-8.9)
it FEI'A | PBIB DAR! INST. LAIN Ta. 2042

1 F J 4 (] i (] 5 10 11

1 Ve nim

2 Vi 3 ] [ 1 I

3 T | | B |

3 Wi | o .

5 [ e —

6 | Wwd — ! |

7 e - -
8 | b B - - -

9 la | —— SR

10 litd . B
EEN T B — ] —

12 i _| | |
13| wa I i 3 |

14 | s N B ] I |

15 lie B = o
16 | b = - B

17 1fa

JUMLAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR




KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR

13 TARUM 2513

TANGGAL: 6 Mei . 2913

DAFTAR USUL FORMAS] PEGAWAI NEGER!I SIPIL

TAHUN ANGGARAN ......
GOL RUANG BEZETTING FORMASI
NO PANGKAT T GAU 31 DES..... TAHUN KET.
1 2 3 4 5 ]
JUMLAH SELURUHI‘_'A_‘YA
1 |Pembina Utama Ve
2 |Pembina Utama Madya Vid
3 |Pembina Utama Muda Ve |
4 |Pembina Tk. | IV/b
5 |Pembina IVia
& |Penata Tk. | li/d
7 |Penata iMic ]
8 |Penata Muda Tk. | e
g |Penata Muda lfa
10 |Pengatur Tk, | iid
11 |Pengatur Iifc
12  |Pengatur Muda Tk. | Wb
13 |Pengatur Muda Ii/a
14 lJuru Tk, | — lid
15 |Juru Ve |
16 [Juru Muda Tk, b
17 |Juru Muda Va

--""'\—u.__‘__

BUPATI KUTAI TIMUR,

"%Q'

s

—

H. ISRAN NOOR




KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 panuy 2013
TANGGAL: 6 Mei =213

DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI NEGER! SIPIL MENURUT JABATAN

TAHUN ANGGARAN ......
JUMLAH | JuMLAH nmnﬂuwp: . USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU TAHUN
PEGAWAI | KEBUTUHA | 50T E...._ p nmr_ ANGGARAN ........
NO | NAMAJABATAN | YANGADA | N PEGAWAI[ TSIVC KET.
siD /D 31 GOLONGAN
31 DES.... DES.... ANGGARAN JUMLAH |PENDIDIKAN| JURUSAN RUANG
7 2 3 2 5 3 7 g 9 10

JUMLAH SELURUHNYA

BUPATI KUTAI TIMUR,

b

H. ISRAN NOOR




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :13 DPALHUN 2913
TANGGAL: 6 Mei 2013

{ABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IVia KE ATAS

GOLONGAN RUANG GAJI

URAIAN JABATAN
NO | STRUKTURAL DAN V/a Wb Wic vid e

KET,
FUNGSIONAL

HEZZETING | FORMAST | BEZZETING | FORMASI | BEZZETING | FORMAS| | BEZZETING | FORMASI | BEZZETING | FORMASI

1 2 3 4 5 B 7 8
JUMLAH SELURUHNYA

BUPATI KUTAI TIMUR,

=
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H. ISRAN NOOR



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR :13 DAHUN 2413
KABUPATEN KUTAI TIMUR TANGGAL : 6 Mei 2013

DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN ...
JUMLAH JUMLAH usuL .Elmu_.._“__m“ PEGAWAI BARU TAHUN
NG | UNITKERJADAN | PEGAWAI YANG | KEBUTUHAN ARAN ......... -
MAMA JARATAN ADA SID PEGAWAI TAHUN e .
MDES.... | . PENDIDIKAN i3 JUMLAH

JUMLAH SELURUHNYA
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LAMPIRAN 1X
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 28173
ABUPATEN KUTAI TIMUR TANGGAL: & Maj 2013
REKAPITULASI JUMLAH GURU DAN PENYEBARAN GURU
JUMLAH SEKOLAH JUMLAH GURU KEBUTUHAN GURU KEKURANGAN KELEBIHAN
NO HECAMATAN
™™ S0 | SLTP| SLTA| TK ED | SLTP | SLTA| TK 50 | SLTP | SLTA| TK SD | 5LTP | SLTA gD | SLTF | SLTA
1 2 3 £ 8 (] 7
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR

213 TAHDN 2013

TANGGAL: 6 Mei 2813
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIFEKERJAKAN PADA
PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, YAYASAN
DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN
PROYEK GOLONGAN RUANG GAJ|
PEMERINTAH,
ORGANISASI v m I I
PROFES!, DAERAH LAIN-
NO | hronom, yayAsan | JUMLAH Lan | KET-
BADAN-BADAN JUN Jum Jumi K S
SWASTA TEMPAT : LAH g |'H LAH L Il 1P & 3 lan
BEKERJA
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMUAH SELURUHNYA
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PATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR - 13 1AHUE 2413
TANGGAL- & Mei 28173

YANG DIPERBANTUKAN PADA PROYEK PEMERINTAH, ORGANISAS| PROFES!,
DAERAH OTONOM, YAYASAN DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG
DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT GOLONGAN RUANG

PROYEK
PEMERINTAH,
ORGANISASI
PROFESI|, DAERAH
OTONOM, YAYASAN
BADAN-BADAN
SWASTA TEMPAT
BEKERJA

GOLONGAN RUANG GAJI

v n n

LAIN-

JUNMLAH

JUMLA JUMLA

LAIN

JUM JUNILA
LAH H

2

AH SELURUHNYA
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LAMPIRAN XIT

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :13 TDAHUN 2413
TANGGAL : 6 Mei 2813

KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA PENARIKAN KEMBAL| TENAGA PERBANTUAN
DARI DAERAH/INSTANS! LAIN/LUAR NEGERI
TAHUN AMGGARAN ......

PENARIKAN DARI
NO Rﬁﬂ;G JUMLAH —_— URGENS! | KET.
TONOM | TNOTANSILAIN HLE%%RN
1 2 3 4 5 [ 7 8
JUMLAH
1 Nia
2 IV/d
3 | Ivie o [
4 Vb
5 | Wa L A .
6 I ]
K liike I __
& | b N i
g liita B
0| W |
11| ke |
12 I R
13 IMa
14 | g B
16 | e
18| Wb | R
17 l/a
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ANAK LAMPIRAN Al

FERATURAN BUFATI KUTAI TIMUR
NCMOR! 13TAHUN 2013

KABUPATEN  : KUTAI TIMUR
RENCANA PENARIKAN KEMBAL ! TENAGA PERBANTUAN
DAR! DAERAR/INSTANS] LAIN/LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN ......
PENARIKAN DARI
no | GOt JUMLAH URGENS! | KET.
RUANG i I| P,
OTONGCM INSTANSI LAIN NEGERI
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH

EREZE -

Z iid - .

3 IW/ic
4 | Wb N

5 V/a

6 li/d .

7 fifc

8 lita 7 i |
9 | life |

10 I1id

1" lWic

1z ik o R

13 Ilfa

14 | Wd 7] —

15 lie

16 I/t =

i7 ifa
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KABUPATEN KUTA!I TIMUR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHENTI, PENSIUN DAN
MENINGGAL DUNIA DALAM TAHUN ANGGARAN......
SERTA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA

PENSIUN DALAM TAHUN ANGGARAN ......

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATL KUTAI TIMUR

NOMOR

TANGGAL :

: 1% TATDN 2813
A Med

2813

oL MENINGGAL | JumLan | Bup [ YoMsh

NO | poawe | BERHENTI | PENSIUN A= 3+ae8 | TA.. SELL;ER;?HYA KET.

1 2 3 4 5 6 7 ] 3

JUMLAH

ie | — |
2 | owa [ | 1 I N B
. - +— — —

4 IVib N - -

5 | Wa | I Eaegeals B .
G e | ) [ . | | . —
7| e [ e i -

8 b ) = - m | i —
9 Wia ] [ - L - N
B T N N L — | I —( -

11 e I o
12 | ik - - | S [ S

13 we | e . - .
| 14 wd | . ] I I — ]

15 | e e o el I (= SR

% | W | S i [ | I

97 | wa
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LAMPIRAN XV
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LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR ; 13 TAHUN 2413
TANGGAL: 6 HMei 28§13

KABUPATEN KUTAI TIMUR
DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

MO UNIT KERJA JUMLAH TENAGA
DOKTER DRG PERAWAT BIDAN NAKES LAIN NON KES
PUSKESMAS
{  [PUSKESMAS 2artpkM | Adriprm | BPERWEV | g g pry | 8 Nakes faind f.wm__zcmww :
PERAWATAN | Pk i Kasehatan
PUSKESMAS NON 5 perawal/
2 BERAWATAN Tdr/ PEM | 1dr/3 PEM BKM
1 perawal!
3 PUSTU PKM
4 DESA 1 Bidan/ Desa
|
RUMAH SAKIT
: 13 Jumiah
4 RS 1dr/107T | 3dRS |2 Perawat TT A zmxﬂ_._m_a ¥ Yenaga
Kesehatan
Keterangan:
TT = Tempat Tidur
(Nakes Lain = Tenaga Kefarmasian, kesehalan Masyarakal, gizi, Kelerapian Fisik, Keteknisan Medis
Nor Nakes = Tenaga Adminisiras! yang menunjang pelsyanan kesehatan
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 213 TAHUN 2913
TANGGAL :6 Mei 2013

STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

GURU SD: JGSD = .TE'.E + 1GP +GA
Keterangan :

- JGSD = Jumlah Guru Sekolah Dasar

- JRB = Jumlah Rombongan Belajar

- GP = Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- GA = Guru Agama

GURU SLTP dan SMU : | JGMP= JRBxW

Z4
Keterangan:
- JGMF = Jumiah Guru Mata Pelajaran
- JRB = Jumiah Rombongan Belajar/Kelas
- W = Alokasi Waktu Seluruh Mata Pelajaran/Minggu
- 24 = Jumlah Jam Waijib Mengajar/Minggu

JPI xJK1 + P2 xJK2 +IPnx JKn
ME1 ME2 MEn

Guru SMK - JGNMP =

JW
Keterangan:

- JGMP = Jumiah Guru Mata Pelajaran Yang Dibutuhkan

- JP = Jumiah Jam Pelajaran / Tahun




- JK = Jumiah Kelas Setiap Tingkat/ Parallel

- JW = Jam Wajib Mengajar / Minggu

- KB = Kzlompok Bslaiar
a. untuk Program Normatif dan Adaptif kelompok belajar = 1
b. untuk Prooram Produktif kelompok Belaiar =2

- ME = Jummilah Minggu Efektif / Tahun

JP R JKT + P2 x JK2 + JPn x JKn

¥t = 1 ¥ S AR hAC AAT -
R = —_— T

Gury Ronssiing . JoBR =45

Keterangan:

- JGBK = .Jumlah Guru Bimbingan Konseling

- J8 = Jumiah Siswa

- 160 = Jurlah Siswa vang Wajib di bimbing

Ditetapkan di Sangatia
vada tanggal & Mai 221%
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR  : 19 TAHUN 2013

PANCOAT & Maph 1%

e i B A

FORMULA PENGHITUNGAN JABATAN TEKNIS LAINNYA

PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PROSES KERJA

Rumus =
Standar Waktu
Conteh |, Jabatan Persncang Grafik Peta Bumi,
1. Jumlah Waktu Penyelesaian Tugas

Jumlah waktu penyelesaian tugas iabatan Perancang Grafik Peta Bumi
sebanyak 54.300 menit (905 jam)

2. Standar Wakiu Fenyelesaian Tugas

Jumliah wakiu standar ocenvelesaian tugas selama 1 (satu) tahun
sebanyak 75.000 menit (1.250 jam)

3. Jumiah Pegawsi vang dibutuhkan
54.300/75.000 = 0,72 pegawai

Sehingga jumiah pegawai vang dibutubkan sebanvak 1 (satu) peaawai
dengan catatan ditambahkan beban kerja lain.

PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT KERJA

Rumus =
Standar negawai oer satuan Peranakat Keria

Contoh - Traktor pada Balai Latihan Kerja Departemen Pertanian dibutuhkan
Jabatan Ororator, Teknisi, dap Tukang oli

l

i, Standar Pegawai Per Satuan Perangkat Kerja

a. Operator = 3orang
b. Teknisi = 1 orang
c. Tukang Oli = 2 orang

2. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan
2. Operator =lx3= 3grang

b Teknisi =1x%x1=10orang

c. Tukang oli =|x2= 2orang




.  PERHITUNGAN MENGGUNAKAN HASIL KERJA

Rumius = Volume Hasil Keria

Standar Hasil Kerja Pegawai

Contoh : Agenda Surat adalah hasii kerja jabatan Agendaris:
1. Hasil kerja
1000 agenda surat =

2. Standar kemampuan prestasi rata-rata Pegawai
100 Agenda surat / pegawai / hari

3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan 1000/
100 = 10 Pegawai

IV,  PERHITUNGAN MENGGUNAKAN OBJEK / BAHAN KERJA

Rumus = Jumlah Bahan Kerja

Standar Penyelesaian Obyek / Bahan Kerja

Contoh : Bahan kerja surat diperlukan jabatan Agendarie dan Caraka
1.  Volume objek kerja
1000 surat

2. Standar kemampuan Pegawai per jabatan
a, Agendaris =100 surat/ harn
b. Caraka = 50 sural / hari

_f_\:l

Jumiah Pegawsai yang dibutuhkan

a. Agendaris =1000/100 =10 Agendaris

b. Caraka =1000/50 =20 Caraka

B
Ditetapkan di Sangartta
pada tanggal © Hei 2813
BUPATI KUTAI TIMUR,
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